BUPATI LOMBOK TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016

Menimbang

Mengingat

. a.

TENTANG PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TIMUR,

bawah untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor
3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun
2016 tentang Perangkat Desa perlu untuk disesuikan sebagai
upaya penyelarasan terhadap norma, standar, prosedur dan
kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat [I dalam wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

&
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan LembaranNegara Republik
IndonesiaNomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang

7.

Pengangkatan dan  Pemberhentian  Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun
2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur Nomor 3);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Menetapkan :

Dan
BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016
tentang Perangkat Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

w

Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.




10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung
tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.

Pelaksana Teknis adalah perangkat Desa yang bertugas
membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas operasional.
Pelaksana Kewilayahan adalah perangkat desa yang bertugas
membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang
selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh
Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam
melakukan penjaringan dan penyaringan serta seleksi
perangkat desa yang keanggotaannya berasal dari unsur
perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat
desa setempat.

Hari adalah hari kerja.

Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat
konkrit, individual, dan final yang ditandatangani oleh Kepala
Desa.

Sekretariat Desa adalah unsur Perangkat Desa yang dipimpin
oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang
bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi
pemerintahan.

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala
tuntutan hokum.

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau
keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga
sebagai tindak pidana.

Terdakwa adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa dan
diadilil di pengadilan.

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
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2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf f dihapus dan ayat (2) huruf f
diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22
(1) Bakal calon Perangkat Desa harus memiliki persyaratan
sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum
atau yang sederajat;

e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat
puluh dua) tahun;

f. dihapus;

g. sehat jasmani dan rohani;

h. bebas dari Narkoba;

i. memahami kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,
kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalankan pidana
penjara mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada
publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta
bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

k. tidak sedang berstatus Tersangka atau Terdakwa tindak
pidana kejahatan;

l. bagi bakal calon kepala dusun harus mendapatkan
dukungan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari
jumlah penduduk Dusun setempat yang memiliki hak pilih
yang dibuktikan dengan surat dukungan dan dilampiri
fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e); dan

m. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf m, terdiri atas:

a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta
hitam di atas kertas bermeterai cukup;

b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel
atau kertas bermeterai cukup;
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c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh
yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas
bermeterai cukup;

d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai
dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat
yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang
berwenang;

e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir
yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

f. kartu tanda penduduk elektronik;

g. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau
Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk oleh Tim;

h. surat keterangan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit
Umum Daerah yang ditunjuk oleh Tim;

i. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari
kepolisian,;

j.- surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang
menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih;

k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak
sedang dicabut hak pilihnya sesuai Putusan Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

1. daftar riwayat hidup;

pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm; dan

berkas dukungan dalam pernyataan dukungan yang

dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi kartu tanda

penduduk elektronik bagi bakal calon Kepala Dusun.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai bakal
calon perangkat desa, selain harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus
memperoleh izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian
atau pejabat yang ditunjuk.

B 8
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3. Ketentuan pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 35
(1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan
kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan
penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan
memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni
Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

(1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi
Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara
dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa
kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak
menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan
tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

5. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 38
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38
(1) Perangkat Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. dinyatakan sebagai Terpidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

c. berhalangan tetap,

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau

e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
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6. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a, dan huruf b diubah,
sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa
setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) karena :

a. ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana
korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana
terhadap keamanan Negara,

b. dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana
penjara paling lama S5 (lima) tahun berdasarkan register
perkara di pengadilan;

c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan ditahan,;

d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf ¢ diputus
bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah
berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan
semula.

(4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa
jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik
perangkat desa yang bersangkutan.

7. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal baru
yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka
tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh
pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain
yang tersedia.

(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang
tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat
paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal
penugasan.

(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat
2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan
berhenti.
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(4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan

pemerintah Desa; dan

b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

(5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dikonsultasikan dengan Camat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan Perangkat
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Bupati.

. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 42
Dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan alih
tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa.

. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB baru

yaitu BAB VIIIA dengan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal
43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 43A

(1) Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi jabatan antar
perangkat desa dengan tujuan efektifitas, efisiensi,
penyegaran organisasi, pembinaan dan untuk menunjang
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, serta
peningkatan pelayanan masyarakat.

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan cara mutasi jabatan antar Perangkat Desa
dilingkungan pemerintah desa.

(3) Kepala Desa dapat melakukan mutasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi Camat.

(4) Kepala Desa berwenang melakukan mutasi jabatan Perangkat
Desa sesuai dengan kompetensi Perangkat Desa yang
bersangkutan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
periode masa jabatan.

(5) Kepala Desa dilarang melakukan mutasi Perangkat Desa pada
waktu 6 (enem) bulan pertama setelah dilantik dan 6 (enam)
bulan sebelum masa jabatan berakhir.
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(6) Tata cara dan mekanisme mutasi Perangkat Desa lebih lanjut
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 6 Oktober 2022

YBUPATI LOMBOK TIMUR, L8
'

Wsumaugy

#'M. SUKIMAN AzMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARS DAERAH

KABUPATEN LOM&OK TIMUR,

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 51 TAHUN 2022

~ B



L.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA
UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna kelancaran
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Timur mengenai Perangkat Desa perlu diubah dan

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 35A

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
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Pasal 41A
Ayat (1)
Yang dimaksud “Dalam hal terjadi kekosongan
jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa
yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang
dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia”
adalah tugas Perangkat Desa yang kosong dapat
dirangkap oleh Perangkat Desa dari semua posisi
jabatan Perangkat Desa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud “mutasi jabatan antar Perangkat
Desa di lingkungan Pemerintah Desa” adalah
pengisian jabatan Perangkat Desa melalui
mutasi jabatan antar Perangkat Desa di
lingkungan Pemerintah Desa yang
bersangkutan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43A
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3




